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Abstrak

King Abdul Aziz (11522014) Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli
Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen Di Restoran Botani Café N
Resto Kota Pontianak Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak 1443 H/2022 M.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Untuk mengetahui praktik jual
beli makanan dengan tambahan biayapajak kepada konsumen di Kota Pontianak.2. Untuk
mengetahui tinjauan figih muamalah terhadap jual beli makanandengan tambahan biaya
pajak Kepada Konsumen di Kota Pontianak.

Penelitian mengunakan meteode penelitian kualitatif, Penelitian ini termasuk
penelitian riset lapanganPeneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi,
wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat Lokasi penelitian ini laksanakan di
Restoran Botani Café n Resto Kota Pontianak. Adapun waktu penelitian yang peneliti
laksanakan di lapangan mulai dari bulan Januari sampai dengan Bulan Mei2022. Sumber
data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder. data dasar (primeri
data) adalah data yang dapat langsung dari sumber pertama yaitu pembeli di Restoran
Botani Café n Resto. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang
diperoleh secara langsung dari buku-buku, dan dokumen-dokumen hukum, serta hasil
penelitian yang berwujud karya ilmiah yang berhubungan langsung dengan fokus
penelitian ini sedangkan teknik pengumpul data berupa wawancara, observasi dan serta
dokumentasi Dan teknik analisis data peneliti mengunkan verifikasi, klasifikasi dan
kesimpulan.

Hasil penelitian ini berupa :1. Praktik jual beli makanan dengan tambahan biaya
pajak yang dilakukan oleh Restoran Botani Café n Resto bahwa penjual tidak adanya
keterbukaan dan kejelasan terhadap tambahan biaya pajak saat transaksipembelian
makanan sehingga konsumen tidak mengetahui ketikamembayar makanan dan harus
membayar pajak.2.Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli makanan dengan
tambahan biaya pajak adalah tidak sah hal ini dikarenakan penjualan makanan dengan
tambahan pajak belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena mengandung unsur-unsur
gharar dalam akad pada harga adanya tambahan biaya pajak yang merugikan konsumen
karena dalam makanan yang diperjual-belikan tidak diketahuiharga pada makanan adanya
tambahan biaya pajak yang harus dibayar yang dibeli.

Kata Kunci :Tinjauan Figih Muamalah, Jual Beli, Pajak.



Abstract

King Abdul Aziz (11522014) Review of Fiqih Muamalah Towards Buying and Selling
Food with Additional Tax Costs to Consumers at The Botanical Restaurant Café¢ N Resto
Pontianak City Sharia Economic Law Study Program (Muamalah) Sharia Faculty of the
State Islamic Institute (IAIN) Pontianak 1443 H /2022 M.

The purpose of this study was to find out 1. To find out the practice of buying and
selling food at additional costs to consumers in Pontianak City. 2. To find out the review
of the muamalah figh on buying and selling food with additional tax fees to consumers in
Pontianak City.

The research uses qualitative research methods, this research includes field
research Researchers go directly to the field to make observations, interviews and
documentation with the community"The location of this research was carried out at the
Botani Café n Resto Restaurant in Pontianak City. The research time that researchers
carry out in the field starts from January to May 2022. The data sources that researchers
use are primary data and secondary data. Basic data (primeri data) is data that can be
directly from the first source, namely buyers at the Botani Café n Resto Restaurant.
Meanwhile, the secondary data in this study are materials obtained directly from books,
and legal documents, as well as research results in the form of scientific papers that are
directly related to the focus of this research while data collection techniques in the form
of interviews, observations and documentation and data analysis techniques of
researchers reveal verification, classification and conclusions.

The results of this study are: 1. The practice of buying and selling food with
additional tax costs carried out by the Botani Café n Resto Restaurant that sellers do not
have openness and clarity to additional tax costs when purchasing food-so that-
consumers-do not-know-when paying-food and must pay taxes. 2. Fiqgih Muamalah's
review of the sale and purchase of food with additional tax costs is invalid because the
sale of food with additional taxes has not met the legality of the sale and purchase
because it contains elements of gharar in the contract at the price of additional tax costs
that are detrimental to consumers because in the food being traded it is not known the
price on the food there is an additional tax fee to be paid that is purchased."

Keywords : Review of Figih Muamalah, Buying and Selling, Taxes.
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KATA PENGANTAR
pa>3ll o> 31 all puan

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji syukur tiada hentinya peneliti haturkan
kehadirat Allah SWT yang Maha pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang
diberikan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang
berjudulPenyelesaian Sengketa Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual
Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen Di
Restoran Botani Café N Resto Kota Pontianak. Shalawat dan salam peneliti
haturkankepada Nabi MuhammadSAW, beserta keluarga, para sahabat dan
pengikutnyahingga akhir zaman,4amiin.

Peneliti merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan
dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini
peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada diri sendiri yang telah semanggat
berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga pihak-pihak yang memberikan
semangat serta bantuan, baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu,
peneliti menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan
teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Khotibdan Ibunda Alm
Asnahserta saudara-saudara peneliti atas segala doa dan pengorbanannya, yang
tidak pernah berhenti mendidik, dan membimbing peneliti dengan penuh kasih
sayang serta pengorbanannya hingga dapat menyelesaikan studi ini dan selalu
memberikan motivasi dan dorongan baik moril dan materil yang diberikan kepada
peneliti. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-
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Pontianak beserta Wakil Rektor I, II, dan IIl atas segala fasilitas yang
diberikan dalam menimba ilmu didalamnya sehingga kami dapat
mendewasakan diri dengan menyerap disiplin ilmu yang telah diberikan.

Dr. Muhammad Hasan, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Wakil Dekanl Bapak RasiamMA serta wakil dekan I Bapak Ardiansyah, S,S,
M.Hum

Bapak Abu Bakar, S.Hum, M.S.I sebagai Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Bapak Suhardiman, S.Pd.I., M.S.1. selaku
Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bapak Sukardi S.H., M.Hum dan Bapak Suhardiman, S.Pd.I., M.S.selaku
pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya
disela kesibukannya, untuk membimbing dan memotivasi, serta
kesempatannya kepada peneliti untuk mendiskusikan permasalahan-
permasalahan yang peneliti hadapi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Seluruh dosen TAIN Pontianak yang telah berkenan memberi kesempatan,
membina, serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menimba ilmu
pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
kepada pemilik botani café’ n resto dan informasi kepada peneliti untuk
penyusunan skripsi ini.

Kepada teman-teman kelasku Muamalah yang tercinta dan rekan-rekan

mahasiswa angkatan 2015 tanpa terkecuali terimakasih atas kebersamaannya
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menjalani hari-hari perkuliahan, semoga menjadi kenangan terindah yang tak
terlupakan.

Teristimewa kepada sahabat-sahabatku Reflian Wahyu, Sumardi, Abdul
Wahid, Nur Salim, Raden Syaifudin, King Abdul Aziz, Asroki, M Ulil Azmi
dan Fikih Hari kurniawan yang selalu memberikan semangat dan dorongan
dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam skripsi yang peneliti tulis ini tentunya tidak sempurna. Namun
peneliti telah melakukan semampu dan semaksimal munkin dalam pembuatan
skripsi ini, Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, peneliti menerima saran
dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya hanya
kepada Allah SWT, peneliti memohon ridha dan maghfirah-Nya, semoga
segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat
ganda disisi Allah SWT, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan
para pembaca. Aamiin

Pontianak, kamis 9 Juni 2022
peneliti

KING ABDUL AZIZ
NIM. 11522014
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Agamaislamialah yang menerapkan hukum secara integral, yang
menjajarkan segala kehidupan manusia baik hubungan manusia dengan
Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Dalam Islam terdapat
dua kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat namun yang harus
diutamakan ialah mencari kehidupan akhirat tapi tidak melupakan
kehidupan dunia.

Dalam mengutamakan kehidupan akhirat, hukum Islam tidak hanya
mengatur hubungan kepada Allah saja seperti shalat, puasa, dan haji. Tetapi
dalam hukum Islam terdapat hukum yang mengatur segala perbuatan
manuisa dalam hidupnya yang berhubungan dengan manusia lainnya,
seperti dalam menjalankan ibadah bermuamalah.

Pada kemajuan zaman yang semakin pesat seperti saat ini yang dimana
semua cara yang dilakuan dalam kehidupan bermuamalah dapat dihalalkan
oleh seorang manusia yang belum mengetahui sepenuhnya hukum-hukum
Islam dalam kehidupan bermuamalah. Dalam menerapkan hukum Islam
juga, bahwa hukum Islam diterapkan sesuai dengan kondisi suatu
perkembangan zaman.

Selain dari cakupan nya yang luas dan mengikuti sesuai kondisi dalam

perkembangan zaman, dalam bermuamalah tetap tidak membedakan



antara orang-orang muslim dan orang-orang non muslim karena Rasullulah
Saw dalam hidupnya merupakan seorang pedagang yang pernah melakukan
transaksi jual beli kepada orang-orang diluar Islam.Dalam kegiatan
muamalah salah satunya yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli
secara terminologis adalah menukar barang dengan barang atau barang
dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang
lain atas dasar saling merelakan. Dalam praktik jual beli untuk mendapatkan
suatu harta harus dilakukan dalam jalan yang benar yaitu mencari harta
dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah harus terpenuhinya rukun
dan syarat jual beli agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam hukum
Islam . Departemen Agama RI, AL-Qur“an dan Terjemahan, (Bandung,
2005;87).

Dalam istilah bahasa arab pajak dikenal dengan Adh-Dharibah atau
juga bisa disebut dengan Al-Maks yang artinya’’ Pungutan yang di tarik dari
rakyat oleh para penarik pajak

Tambahan biaya atau di sebut juga dengan pajak yang adadi indonesia
didasarkan pada pasal 23A UUD 1945, di mana pajak adalah kontribusi
yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia,warga Negara
asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari diwilayah Indonesia
dalam jangka waktu dua belas bulan. Indonesia memiliki stratifikasi pajak
termasuk pajak penghasilan,pajak daerah dan pajak pemerintah pusat.

Adapun Dasar Undang undang tentang pajak ialah :



1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan / UU KUP;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan / UU PPh.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah /UU PPN-PPn BM).

Di Kota Pontianak terletakrestoran yang dikenai pajak oleh pemerintah
kota Pontianak yaitu pada restoran Botani Café n Resto. Adapun dalam
praktik jual beli makanan di restoran kota Pontianakyaitu ketika pembeli
akan membeli makanan dengan harga makanan sebesar Rp.20.000 yang
telah sesuai dengan daftar menu makanan yang telah disediakan oleh
restoran, kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran kepada
penjual ternyata harga berubah menjadi Rp.22.000 karena adanya tambahan
pajak 10% pada struk pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada
pembeli. Padahal pembeli mengetahui bahwa pembeli harus membayar
makanan dengan harga Rp.20.000 bukan Rp.22.000.

Berdasarkan sepengetahuan pembeli bahwa yang harus membayar pajak

ialah pelaku usaha, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun



2008 tentang Pajak Penghasilan / UU PPh yaitu pelaku usaha wajib
membayarkan pajak penghasilannya kepada pemerintah.

Prinsip dasar muamalah dalam transaksi pajak bahwa syarat objek akad
harus diketahui dengan jelas dan dalam muamalah harus berdasarkan atas
suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan, hal itu dilakukan agar
dapat keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual
beli. Adapun dalam persoalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan oleh
pihak penjual karena pihak penjual tidak adanya keterbukaan bahwa setiap
makanan yang dijual adanya tambahan pajak.

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
merasa tertarik untuk meneliti judul Skripsi ini dengan tema, Tinjauwan
Figih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan
Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen Di Restoran
Botani Café n Resto Kota Pontianak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan
diatas,maka dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini, adapun
pokokmasalah yang akan di bahas ialah:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak
diRestoranBotani Café n Resto Kota Pontianak?

2 Bagaimana tinjauan figih muamalah terhadap jual beli makanan
dengantambahan pajak kepada konsumen di restoran Botani Café n Resto

Kota Pontianak ?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan tambahan
biayapajak kepada konsumen di Kota Pontianak.

2. Untuk mengetahui tinjauan figih muamalah terhadap jual beli
makanandengan tambahan biaya pajak Kepada Konsumen di Kota
Pontianak.

D . Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sebagai
pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pemikiran dalam jurusan
Muamalah yang membahas tentang tinjauan figih muamalah terhadap
transaksi jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak kepada
konsumen.

2. Secara praktisi

a. penelitian ini bermaksud sebagai syarat terpenuhinya tugas akhir guna
untuk memperoleh gelar (S1) Sarjana Hukumpada fakultas Syariah TAIN
Pontianak.

b. Bagi Masyarakat diharapkan Agar bisa lebih mengetahui tentang
Tinjauan Figih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan

Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen






BAB 11
TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Penclitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti, penelitian yang secara khusus dan
mendalam tentang Tinjauan Figih Muamalah Terhadap Transaksi Jual
Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen(Studi
Kasus Restoran Botani Café n Resto) menjadi fokus skripsi ini belum ada
yang melakukannya. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang
membahas tentang Transaksi Jual Beli Makanan Dengan Tambahan
Biaya Pajak Kepada Konsumen dari berbagai aspek dan pendekatan.
Beberapa penelitian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut;.

Skripsi yang ditulis oleh M. Rizki Rustandi yang berjudul Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak
(Studi Di Restoran Bandar Lampung) menyimpulkan terhadapPraktik
jual beli makanan dengan tambahan pajak yang dilaksanakan oleh pihak
restoran (penjual) yaitu pada Rm Dua Saudara, Rm Puti Minang, Rm
New LG, Pecel Lele Mbk Mar, Eat Boss Cafe And Resto, Warunk
Upnormal, Akabay Cafe And Resto bahwa pihak penjual tidak adanya

keterbukaan dan kejelasan terhadap-tambahan-pajak-Saat transaksi.
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pembelian makanan sehingga pihak pembeli tidak mengetahuinya
dan mengakibatkan pihak pembeli merasa tidak rela dan mengalami
kerugian serta adanya kekecewaan sudah membayar makanan dan harus
membayar pajak. Dalam praktik jual beli makanan yang tidak
menambahkan pajak pada restoran Begadang I, Bakso dan Mie Ayam
Mas Yon, dan Ayam Penyet Hang Dihi dalam pratiknya jual beli yang
dilakukan pihak penjual dan pembeli bahwa makanan yang dijual tidak
adanya tambahan pajak sehingga pembeli merasa suka dalam jual beli
yang dilakukan.

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan tambahan
pajak adalah tidak sah hal ini dikarenakan penjualan makanan dengan
tambahan pajak belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena
mengandung unsur-unsur gharar dalam objek akad pada harga adanya
tambahan pajak yang merugikan pihak pembeli karena dalam makanan
yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga
pada makanan adanya tambahan pajak yang harus dibayar sehingga
pembeli merasa tidak rela dan mengalami kerugian serta adanya
kekecewaan harus membayar pajak pada makanan yang dibeli.

Penelitian ini berfokus pada Praktik jual beli makanan dengan
tambahan pajak yang dilakukan oleh pihak restoran pada sebuah restotan
yang berada di kota bandar lampung. Persamaan penelitian terdahulu
dengan penelitian yang sedang peneliti gagas adalah sama-sama

membahas tentang Praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak dan
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perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas dari
segitinjaun hukum Islam yang lebih umum sedangkan peneliti membahas
dengan tinjaun fikih muamalah sehingga lebih fokus dan spesifik
padapermasalah Praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak.
B. Kajian Teori
1. pengertian jual beli

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang
mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut,
dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.Jual beli
merupakan sebagai cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari umat manusia. Cara mendapatkan rezeki yang
halal adalah salah satunya yaitu dengan cara melakukan jual beli.

Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah
dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual
beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju
memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan
sejumlah uang yang disebut harga.

Dalam kitab Figih Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan,
secara linguistik, al-Bai’ (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu.
Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta

dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai

sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk
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menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau

ungkapan ijab dan qabul.
2. Dasar Hukum Jual Beli
a. Al-qur’an

1) al-quaran surah al-bagarah ayat 275

s _ W, _ W — o » 559 Wo
doisgg 53l ks 1S Y] O35d Y 137301 058 ool
2l 2o a1 G 15006 2L 23 ° fuaall g lagu
) o & EBJ 2l 57 Huall 9o

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang dirasuki syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal di dalamnya.

b.Hadist
Rasulullah Saw bersabda :

J6 S Cabl sl & alos o ol Lo Sl Jal

o o W2 _ T
oStlls Ll ols - 33t g s o3z S350 Jas

Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang
paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha)
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seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR.
Bazzar dan al-Hakim)
c. jma
Menurut kitab Fathul mu’in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz
dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu
dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara’ ialah menukarkan
harta dengan harta pada wajah tertentu.
3. Rukun dan Syarat jual beli
a. rukun jual beli
1) Pihak yang bertrasaksi, adanya penjual dan pembeli
2) Barang, dapat berupa barang atau jasa. Biayanya objek jual berupa
barangnamun bisa juga jasa yangberupa sewa-menyewa
3) Harga, kesepakatan nilai tukar. Harga bisa berupa senilai barang dan
senilai uang
4) Serah Terima, adanya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan

barang dari penjual.

Jika salah satu rukun jual beli di atas tidah terpenuhi maka transaksi
tersebut tidak boleh dilalukan. Namun jika sudah dilakukan, maka
transaksi tersebut msnjadibatal.

b. syarat jual beli

1) Berakal. Sesorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan

dalam mengatur uang.
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2) Kehendak diri. Melakukan transaksi harus sukarela tidak karena
terpaksa.

3) Mengetahui. Para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga
jualnya.

4) Suci barangnya. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis
dan bukan barang yang haram.

5) Barang bermamfaat. Barang yang diperjualbelikan bermamfaat dan
tidak mubazir.

6) Barang Sudah dimiliki. Penjual sudah memiliki hak menjual barang
tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen ataupun telah
memproleh izin menjual barang dari pemilik barang.

7) Barang dapat diserahterimakan. Jika barang tidak dapat diserahkan
akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

8) Ijab dan gabul transaksi harus saling berhubung. Tidak terpisah meski
berbeda tempat

9) Lafadz dan perbuatan harus jelas. Pengucapan menjual dan membeli

harus jelas agar tidak ada kekeliruan.

Dalam melakukan transaksi jual beli yang sah sesuai dengan syariat,
para pihak harus memenuhi empat rukun dan sembilan syarat transaksi di
atas.
4. Pajak dalam Jual Beli

a. Pengertian pajak
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Pajak adalah pungutan wajib darirakyat untuk negara. Setiap
sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos
pendapatan negara dari sektor pajak. Uang pajak digunakan untuk
kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan
salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di
pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai
anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif
lain.Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun
daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal
1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam
pengertian pajak tersebut ada beberapa komponen yang Wajib Anda tahu

yaitu:

1) Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara
2) Pajak bersifat Memaksa untuk setiap warga negara
3) Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan
langsung
4) Pajak berdasarkan Undang-Undang
Apa itu Pengertian Pajak Menurut Para Ahli? Untuk mengimbangi

pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang yang saya paparkan
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berdasarkan pemahaman saya di atas, berikut adalah beberapa pendapat
para ahli ekonomi tentang pengertian Pajak.

Pengertian Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu
negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan
harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas
jasanya tidak langsung.(Rithi Siddig, t.t:20).

Pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut
kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public
saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public
investment.(Rochmat Soemitro.hal 45).

b. Macam-macam pajak

1.Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.
Yang dimaksud dengan penghasilan adlah setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
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dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka
penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah,

dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi,
perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan
jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan
lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar
10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan
Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,
peraian, dan ruang udara diatasnya.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang

tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan

Barang Kena Pajak yang tergolong mewabh ialah :

a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; atau

d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
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e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat,

serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat
perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan
efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu
sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenai atas kepemilikan atau pemanfaatan
tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian
hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah
Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah
dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola
olehPemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB
seluruhnyadiserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi

maupunKabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi

maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :
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g. Pajak Propinsi
Pajak propensi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Propensi bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan.

h. Pajak Kabupaten/Kota
Pajak kabupaten kota adalah salah satu sumber pendapatan daerah
(APBD) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah

daerah dan pembangunan.

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

g. Pajak Parkir.
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Pajak dalam tinjauan figih muamalah

Pajak dalam tinjauan figih muamalah adalahpajakbersifat kontinyu
hanya boleh di punggut ketika baitul mal tidak ada harta atau
kurang .tetapi ketika baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban

pajak bisa di hapus.



BAB 111
METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto (2008: 43), untuk mendapatkan hasil
penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang
jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang artinya
seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis dalam
mencari data yang berhubungan dengan masalah hukum tertentu, untuk
dianalisis. Selanjutnya peneliti akan mengadakan pemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta atas masalah tersebut dan kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan
oleh fakta tersebut.

Adapun jenis peneltian ini menggunakan penelitian lapangan
(fieldresearch) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pustaka
sedangkan jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis dan
empiris. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan
untuk membuat deskripsiatau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat
sertasehubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan
penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif,
berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati. (Moh. Nazir,

2009: 54).
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini laksanakan di Restoran Botani Café n Resto
Kota Pontianakjalan S.parman ABI1,Benua Melayu Darat,kecamatan
Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Adapun waktu penelitian yang
peneliti laksanakan di lapangan mulai dari bulan Januari sampai dengan
Bulan Mei2022.
C. Sumber Data
Pada fokus dalam penelitian ini lebih mengarah pada persoalan
dalam penentuan fikih muamalah mengenai dengan pelaksanaan jual beli
makanan dengan tambahan biaya pajak, sehingga dalam sumber data
yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari responden
atau objek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini
didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan
informasi secara langsung kepada peneliti, yaitu Restoran Botani Café n
Resto.

b. Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari
buku-buku dengan cara membaca yang dapat memberikan sumbangsih
dalam pembahasan permasalahan skrpsi ini dan sumber-sumber lain yang
ada kaitannya dalam judul skripsi ini.. Muhammad Pabundu Tika,

Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
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Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan
pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan
kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Susiadi,
Metodologi Penelitian, Observasi yang dilakukan dan dilaksanakan
yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan-terhadap-pelaksanaan

jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak.

. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview adalah suatu dialog yang dilakukan
dengan tujuan tertentu. Sehingga dalam penelitian skripsi ini jenis
panduaninterview yang akan dipakai oleh peneliti ialah jenis panduan
interview tidak tertata, yakni panduan wawancara dengan memuat garis-
garis besar pertanyaan yang akan peneliti ajukan. Peneliti melakukan
tanya jawab dengan para narasumber yaitu pengusaha restoran dan

pembeli padarestoran.

. Dokumentasi

Merupakan cara dalam pengumpulan data dengan-cara
pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, dokumen
lainnya yang diperlukan dalam data-data penelitian.

Alat Pengumpul Data

Dalam menggumpulkan data penelitian ini, penelti membuat

kuisoner yang akan diajukan kepada subjek peneltian yaitu kepada
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pemilik, kariawan dan pembeli di Restoran Botani Café n Resto Kota
Pontianak. Sehingga data yang di dapatkan dapat di periksa dan analisis
lebih lanjut.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Sesudah mendapatkan semua data yang diperlukan kemudian data
dihimpun seluruhnya maka selanjutnya langkah yang harus dilakukan
adalah adanya pengolahan data sesuai dengan aturan penelitian dengan
langkah-langkah berikut:

. Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data atau editing ialah pengecekan data yang telah
terhimpun, karena kemungkinan data yang diperoleh dan data yang
terkumpul ini tidak logis dan meragukan. Tujuannya ialah untuk
mengikis kekeliruan yang terdapat pada pencatatan dalam pengumpulan
data dan mengoreksi data, sehingga ketika terdapat kekurangan data
dapat dilengkapi dan diperbaiki.

. Sistematika Data (sistemstizing)

Dalam sistematika data bertujuan untuk menempatkan data atas dasar
kerangka sistematika bahasan sesuai dengan urusan masalah yang terjadi
dilapangan. Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitaian Hukum,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

Dengan cara melakukan penyatuan atau pengelompokan data yang
telah diperiksa dan diedit kemudian adanya pemberian tanda berdasarkan

bagian-bagian dalam urutan masalah.
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Teknik Analisis Data

Analisis data ialahsalah satu cara penguraian data dalam suatu pokok
atas berbagai bagiannya dan penelahaan bagian itu sendiri serta
hubunganantar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan
pemahaman arti keseluruhan berdasarkan data yang diperoleh. Maka,
data yang diperoleh untuk di analisa sesuai dengan penelitian yang
dilakukan yaitu Tinjauan Figih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli
Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen.

Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis
secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data
deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan
sistematis.Kemudian ditarik kesimpulan dalam menentukan suatu

jawaban dan dalam pokok.



BAB 1V
PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Gambaran Umum

Botani Cafe & Resto yang terletak di Jalan Let Jend Soeprapto Kota
Pontianak Kawasan yang cukup menjanjikan untuk mencari peluang
berbisnis yang menguntungkan. Café ini tergolong baru semenjak
dibukanya pada tanggal 19 April 2016. Botani merupakan salah satu cafe
yang sedang ramai dikunjungi, Cafe yang terbilang cukup nyaman untuk
menikmati waktu senggang atau sekedar nongkrong bersama kerabat dan
keluarga di akhir pekan. Ruangan cafe dengan desain tematik ini
menjadikan daya Tarik sendiri. tumbuhan yang diletakkan begitu rapih
menambah suasana sejuk disetiap sudut, membuat pengunjung betah
untuk berlama-lama di cafe ini.

Ukuran Cafe ini cukup luas sehingga cukup menampung puluhan
pengunjung. Entah itu kumpul-kumpul kecil atau reuni, Botani Cafe tetap
bisa menyajikannya. Meski hampir semua dinding terbuat dari kaca,
namun sinar matahari tidak bisa menembus ke dalam. Sehingga suasana
di cafe yang teduh ditambah dengan dinginnya AC membuat acara hang
out semakin nyaman.

Cafe yang dibuka setiap hari mulai pukul 11.00-23.00 WIB ini tidak
hanya menawarkan suasana nyaman di dalam ruangan dengan pelayanan
yang baik, pengunjung dapat juga memilih duduk bersantai outdoor yang

tampak dikelilingi tumbuhan yang ditanam. Botani Cafe & Resto
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menyuguhkan makanan yang membuat waktu bersantai menjadi semakin
komplit, dimulai dengan main course bercita rasa indonesia dimulai dari :
Nasi goreng teri gurih, nasi goreng kampoeng, mie goreng jawa, Kway
Teow Goreng, Nasi Cikur w/ fried Chicken, Nasi bakar w/ fried chicken,
sphagetti goreng, sop buntut dan Nasi paket akhir bulan.

Temuan Penelitian
Transaksi Jual Beli Makanan dengan Tambahan Biaya Pajak
Kepada Konsumen di Botani Café n Reto

Berbicara mengenai praktek pelaksanaan jual beli, pada umumnya
yang sering dilakukan dan jual beli tidak langsung atau melalui
perantara. Jual beli langsung adalah antara penjual dan pembeli bertemu
langsung dan berhadapan dalam satu tempat dengan akad jual beli secara
langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah jual beli yang
melalui perantara, yakni antara penjual dan pembeli tidak secara
langsung misalnya melalui perantara makelar, atau sejenisnya
(Styaningsih EH, 2014).

Jual beli makanan yang berada di Botani Café n Resto merupakan
salah satu jual beli secara langsung. Jadi proses jual beli makanan
dilakukan secara langsung, antara penjual dan pembeli dapat bertatap
muka langsung. Maka akad jual belipun secara otomatis berlangsung saat
itu juga.

Kota Pontianak merupakan pusat dalam dunia bisnis makanan. Maka

dari itu maraknya para pengusaha membuka restoran atau rumah makan
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untuk peluang berbisnis kuliner. Pemerintah Kota Pontianak pajak
restoran pada setiap pengusaha restoran maupun rumah makan. Dengan
banyaknya pengusaha restoran dan banyaknya konsumen yang membeli
makanan di restoran.

Dalam fenomena penetapan pajak restoran oleh pemerintah Kota
Pontianak membuat pengusaha restoran untuk berfikir keras dalam
meraih keuntungan dari penjualan mereka. Maka dari itu agar pelaku
usaha tidak dirugikan dengan ditetapkan pajak restoran setiap transaksi
pembelian makanan di tambah dengan biaya pajak, dalam penyusunan ini
penyusun melakukan penelitian disalah satu restoran di Kota pontianak
Yaitu:

2) Botani Café n Resto

Bapak Kevin Santoso Budiharto sebagai Founder restoranBotaniCafé
n Resto mengungkapkan bahwa Eat Boss Cafe And Resto berdiri di
Bandar lampung di JI. Jendral Soeprapto Kota Pontianak sejak tahun
2016, setelah berdirinya restoran ini sudah dikenakan pajak oleh
pemerintah kota Pontianak dalam waktu setiap bulan sebesar Rp.
16.000.000. Pak Kevin menjelaskan bahwa dengan adanya pajak restoran
ini maka pihak restoran menetapkan tambahan biaya pajak kepada setiap
konsumen melalui transaksi pembelian makanan sesuai dengan
pembelian makanan yang di beli. Pak Kevin Mengungkapkan bahwa
dalam transaksi jual beli yang dilakukan pihak pembeli tidak dijelaskan

mengenai akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan tambahan
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biaya pajak. Menurut pak Novan bahwa dengan tidak adanya kejelasan
akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain tidak ingin
membayar tambahan biaya pajak saat transaksi pembelian makanan
dikarenakan di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak yang

besar (Budiharto, 2 November, 2021).

Menurut Deri 13 November 2021 sebagai pembeli makanan di
BotaniCafé n Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak
pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan
penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya
pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan
Derimengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak,
maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Deri tidak adanya
keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga
dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Deri merasa
tidak rela dan kecewa sehingga Derimelakukan komplain kepada penjual
dengan adanya tambahan biaya pajak seharusnya pihak restoran yang
membayarnya dan lebih baik uang pajaknya saya kasih kepada yang

membutuhkan.

Menurut Siska 13 November 2021 sebagai pembeli makanan di
Botani Café n Restosebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak
pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan
penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya

pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Siska
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mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka
dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Siska tidak adanya
keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga
dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Siska merasa

tidak rela dan kecewa.

Menurut Amel 13 November 2021 sebagai pembeli makanan di
Botani Café n Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak
pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan
penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya
pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Amel
mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka
dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Amel tidak adanya
keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga
dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Amel merasa
tidak rela dan merasa dirugikan serta adanya kekecewaan apalagi ketika
makanan yang di beli banyak maka banyak juga pajak yang harus di

bayar.

Menurut Ibu Yuli 14 November 2021 sebagai pembeli makanan di
Botani Café Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya tambahan
biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang
dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya
tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli

makanan Ibu Yuli mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan
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biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Ibu
Yuli tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual
beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan tentang adanya tambahan
biaya pajak Ibu Yuli merasa tidak rela dan kecewanamun ketika adanya
keterbukaan di proses awal transaksi maka saya rela dan saya tidak

adanya kekecewaan.

Menurut Pak Roki 24 November 2021 selaku pembeli makanan di
Botani Café n Restosebelumnya tidak mengetahui adanya tambahan
biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang
dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya
tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli
makanan Pak Roki mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan
biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Pak
Roki tidak adanya keterbukaan dari penjual pada konsumen saat
melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan
tentang adanya tambahan biaya pajak Pak Roki merasa tidak rela dan
merasa dirugikan karena tidak mengetahui uang pajak tersebut kembali

untuk rakyat atau tidak.

Menurut Adi 14 November 2021 sebagai pembeli makanan di Botani
café n Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada
makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual
tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak,

namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Edo mengetahui di
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struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya
tambahan biaya pajak menurut Edo tidak adanya keterbukaan dari
penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada
keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Edo sedikit merasa tidak rela
karena menguntungkan restoran dan saya merasa dirugikan. Dari hasil
penelitian yang dilakukan penyusundi Botani Café n Resto Adapun
dalam praktik jual beli makanan adanya tambahan biaya pajak makanan
atau minuman yang dibeli konsumen. Dalam prakteknya bahwa saat
konsumen akan melakukan transaksi pembelian makanan, pihak penjual
tidak adanya keterbukaan atau kejelasan terhadap adanya tambahan biaya
pajak dalam transsaksi pembelian makanan di restoran tersebut. dengan
tidak adanya kejelasan adanya tambahan biaya pajak pada makanan yang
di beli konsumen,maka terjadi perubahan harga makanan yang sudah
sesuai dalam daftar menu harga. Ketika pembeli melakukan transaksi
pembayaran karena adanya tambahan biaya pajak pada struk pembayaran

yang menimbulkan ketidakjelasan pada harga makanan.

Setelah konsumen melakukan transaksi kepada pihak penjual karena
terdapat tambahan biaya pajak pada makanan yang dibeli, maka pihak
pembeli melakukan komplain kepada pihak penjual dengan menanyakan
tentang adanya tambahan pajak tersebut. Adapun jawaban dari pihak
penjual hanya menyatakan bahwa pajak itu sudah merupakan aturan dari
pemerintah kota Pontianak dalam jawaban tersebut pihak penjual tidak

ada keterbukaan yang jelas dalam menjelaskan secara utuh tentang
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adanya tambahan pajak dalam pembelian makanan, sedangkan
sepengetahuan pembeli seharusnya yang membayar pajak ialah pihak
penjual bukan pihak pembeli sehingga pihak pembeli merasa tidak rela
dan merasa dirugikan serta adanya kekecewaansudah membayar

makanan harus membayar juga pajak pada makanan yang dibeli.

. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan

Jual beli merupakan salah satu perjanjian tukar menukar barang
dengan melepaskan hak milik secara sukarela antara kedua belah yaitu
penjual dan pembeli. Jual beli dalam Islam dapat dinyatakan sah apabila
terpenuhinya rukun dan syarat. Di antaranya adalah objek transaksi harus
diketahui dengan jelas baik sifatnya, ukuran nya, jumlahnya dan
harganya serta dapat diserahkan. Dalam akad jual beli harus berdasarkan
kerelaan tanpa adanya unsur paksaan dan unsur ketidakjelasan karena
dapat merugikan salah satu pihak. Didalam praktik jual beli sering sekali
terdapat transaksaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan hukum
islam salah satunya jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran
dengan alasan karena restoran sebagai wajib pajak yang harus membayar
pajak kepada pemerintah Kota. Dengan adanya tambahan pajak pihak
pembeli merasa dirugikan dan adanya kekecewaan karena tidak adanya
keterbukaan dari pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa setiap
makanan yang dibeli adanya tambahan pajak dan sepengetahuan pembeli.
Menurut hukum Islam Jual beli makanan dengan tambahan pajak

restoran belum memenuhi syarat sah dalam objek akad jual beli karena
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mengandung unsur gharar pada harga makanan adanya tambahan pajak
yang tidak diketahui oleh pembeli. Maka, jual beli makanan dengan
tambahan pajak di restoran Pamekasan tidak sah berdasarkan hukum

Islam (Fakhruzy, 2019 ).

Adapun dalam praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak pada
Botani Café n Resto bahwa dalam praktik jual beli yang dilakukan bahwa
akad dalam objek jual beli tidak dapat dipastikan pada harga makanan
adanya tambahan pajak. Jual beli seperti ini disebut jual beli gharar
karena dalam objek akad tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah
harga pada makanan yang harus dibayar oleh pembeli saat melakukan
transaksi pembelian makanan adanya tambahan pajak dan tidak ada
kejelasan mengenai besar kecil jumlah tambahan pajak pada makanan
yang dijual oleh penjual. Dalam hukum Islam jual beli yang tidak ada
kejelasan dan kepastian itu dilarang. Sebagaimana Rasullulah Saw

bersabda:

e sl L

Artinya : “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia
sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana
untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak

bertentangan dengan dasar Hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana
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tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan

hidup.

Dalam praktik jual beli untuk mendapatkan suatu harta harus
dilakukan dalam jalan yang benar yaitu mencari harta dengan cara yang
halal dan diridhoi oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum

jual beli yang termaktub dalam al-Qur*an surat An-Nisa:29:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu”.

Dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan secara jelas dan
pasti, harus memperhatikan apa yang telah diatur dalam hukum Islam,
harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli agar tidak melakukan suatu
perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Seiring dengan
perkembangan zaman, muncul berbagai macam model jual beli. Dimana
terkadang didalam melakukan transaksi jual beli terdapat ketidak

sesuaian dengan apa yang diatur didalam hukum islam, salah satunya
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dalam jual beli makanan pada restoran adanya tambahan biaya pajak

(Fakhruuzy, 2019).

Di Kota Pontianak terdapat restoran yang dikenai pajak oleh
pemerintah Kota yaitu pada restoran Botani Café n Rerto. Adapun dalam
Praktik jual beli makanan di restoran tersebut, yakni ketika pembeli atau
konsumen akan membeli makanan dengan harga Rp. 25.000 sesuai apa
yang tertera di daftar menu yang telah disediakan oleh restoran,
kemudian ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran kepada
penjual ternyata harga berubah menjadi Rp.28.000 karena adanya
tambahan biaya pajak restoran sebesar 10% pada struk pembayaran
yang diberikan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli. Padahal
konsumen taunya bahwa pembeli harus membayar makanan dengan

harga Rp.25.000 bukan Rp.27.000.

Prinsip dasar muamalah dalam jual beli bahwa syarat objek akad
harus diketahui dengan jelas dan dalam muamalah harus berdasarkan atas
suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat
keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli.
Adapun dalam persoalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan oleh
pihak penjual dikarenakan pihak penjual tidak adanya keterbukaan atau
pemberitahauan sebelumnya bahwa setiap makanan yang dijual adanya

tambahan pajak restoran (Fakhruzy, 2019).
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Berdasarkan dari hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa
dalam jual beli makanan dengan tambahan pajak menurut hukum Islam
hukumnya tidak sah karena mengandung unsur gharar dalam objek jual

beli atau ketidak jelasan dalam akad.

Gharar menurut bahasa berati tipuan, keraguan, atau suatu tindakan
yang bermaksud untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang
mengandung unsur penipuan, tidak adanya kepastian baik sesuatu itu ada
atau tidak adannya obyek pada suatu akad, dalam besar kecilnya jumlah

maupun dalam menyerahkan obyek akad tersebut (Hasan, 2003:147).

Gharar dalam istilah bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan
menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para
ahli figh, gharar berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya.
Sebagian ulama mendefinisikannya dengan: jual beli yang

konsekuensinya antara ada dan tidak (Tarmizi, 2018:240).

Menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwa gharar dilihat dari segi
ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad terhadap apa yang menjadi

akad tersebut.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar yaitu suatu akad yang
tidak dapat diketahui dengan tegas, apakah pada efek akad itu terlaksana
atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air

(tambak). Pendapat al-Qarafi ini selaras dengan pendapat Imam Sarakhsi
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dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat

yang timbul dari suatu akad.

Dari beberapa definisi dapat di ambil pengertian bahwa gharar yaitu
jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak
karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau
tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin
dapat diserahterimakan. Lebih jelasnya, gharar merupakan situasi dimana
terjadi uncomplete information karena adanya ketidakpastian kedua belah

pihak yang bertransaksi (Mas’adi, 2002:133).

Dalam gharar ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki
kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan.Gharar bisa terjadi bila
kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti

(Rodiah, 2015:657).

Ibn Jazi Al-Maliki berpendapat, bahwasannya gharar yang

diharamkan ada sepuluh jenis, antara lain:

a) Tidak diketahuinya masa yang akan datang, seperti “saya jual
kepadamu jika jadi datang.”

b) Tidak diketahuinya harga dan barang.

c) Tidak diketahuinya ukuran barang dan harga.

d) Tidak diketahuinya sifat barang dan harga.

e) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih

dalam kandungan induknya.
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f) Menjual barang yang diharapkan selamat.

g) Menghargakan dua kali dalam 1 barang.

h) Jual beli Husna®, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat
jatuh wajib membeli.

i) Jual beli Munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari,
seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun
melempar bajunya, maka jadilah jual beli.

j) Jual beli Mulasamah apabila mengusap baju atau kain maka wajib

membelinya (Syafe’l, 2001:97).

Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas
para ulama membeli barang dan jasa dengan harga yang berlaku secara
umum di pasar, seperti membeli barang dengan harga pasar, seperti
makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan

diketahui pada saat membayar di kasir.

Dalam praktik jual beli makanan dengan tambahan Pungutan pajak
yang berupa pajak restoran di Botani Café n Resto yang dilakukan bahwa
akad dalam objek jual beli tidak dapat dipastikan pada harga makanan
adanya tambahan pajak. Dimana Pembeli sudah berkeyakinan bahwa
harga makanan yang telah dipesan sesuai dengan hargayang telah tertera
di menu makan, namun kemudian yang menjadi suatu masalah ketika
akan melakukan suatu transaksi pembayaran, harga makanan yang akan

dibayar tidak sesuai dengan harga yang tertera di menu makanan dimana
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harganya mengalami kenaikan dikarenakan adanya pungutan pajak yang

dipungut oleh penjual kepada pembeli yaitu pajak restoran.

Dalam prakteknya bahwa saat pihak konsumen akan melaksanakan
transaksi makanan kepada pihak penjual, penjual tidak adanya
keterbukaan, kejelasan dan kepastian terhadap adanya tambahan pajak
dalam pembelian makanan,sehingga dengan tidak adanya kejelasan
adanya  tambahan-pajak-pada-makanan-ketika-pembeli-akan-membeli-

makanan.

maka terjadi-perubahan harga dari total makanan yang sudah dipesan
dalam daftar menu makanan harga menjadi berubah ketika pembeli
melakukanpembayaran karena adanya tambahan pajak pada struk
pembayaran yang menimbulkan ketidakjelasan pada harga dalam
pembelian makanan. Padahal konsumen taunya bahwa harga makanan itu
sudah sesuai dengan yang tercantum pada daftar menu makanan tersebut.

Sehingga pembeli merasa dirugikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Botani Café N
Resto dalam praktek akad jual beli yang dilakukan bahwa dalam objek
jual beli tidak dapat dipastikan pada hargamakananadanyatambahan
pajak. Jual beli seperti ini disebut jual beli gharar karena dalam objek
akad tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga pada makanan

yang harus dibayar oleh pembeli saat melakukan transaksi pembelian
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makanan adanya tambahan pajak dan tidak ada kejelasan mengenai besar

kecil jumlah tambahan pajak pada makanan yang dijual oleh penjual.

Dalam hukum Islam jual beli yang tidak ada kejelasan dan kepastian

itu dilarang. Sebagaimana Rasullulah Saw bersabda :

Artinya : “Rasulullah SAWMelarang Jual beli Gharar ™.
Berdasarkan penjelasan diatas terdapat unsur-unsur gharar pada
objek akad dalam jual beli karena pada harga makanan tidak diketahui
adanya tambahan pajak oleh pembeli sehingga mengakibatkan pembeli

mengalami kerugian dan merasa tidak rela.

Dari hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam jual
beli makanan dengan tambahan pajak menurut hukum Islam hukumnya

tidak sah karena mengandung unsur gharar dalam objek jual beli.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh penyusun dapat
menyimpulkan antara lain :

1. Praktik jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak yang dilakukan
oleh Restoran Botani Café n Resto bahwa penjual tidak adanya
keterbukaan dan kejelasan terhadap tambahan biaya pajak saat transaksi
pembelian makanan sehingga konsumen tidak mengetahui ketika
membayar makanan dan harus membayar pajak.

2.Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli makanan dengan tambahan
biaya pajak adalah tidak sah hal ini dikarenakan penjualan makanan
dengan tambahan pajak belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena
mengandung unsur-unsur gharar dalam akad pada harga adanya
tambahan biaya pajak yang merugikan konsumen karena dalam makanan
yang diperjual-belikan tidak diketahuiharga pada makanan adanya
tambahan biaya pajak yang harus dibayar yang dibeli.

Saran
Dari analisis data yang diperoleh telah disimpulkan bahwa tarnsaksi
jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak di restoran Botani Café n
Resto hukumnnya tidak sah, maka penyusun mempunyai beberapa saran,
yaitu :

1. Pihak restoran harus menaikan harga di daftar harga menu makanan
untuk menutupi tambahan biaya pajak dan penjual memberikan
sosialisasi melalui banner tentang peraturan pajak dan pihak restoran
ketika akan menambah pajak harus pada daftar harga menu yang

tersediasehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan pada harga.
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2.Untuk penjual (pihak restoran) sebelum pembeli (konsumen) melakukan
transaksi harus menjelaskan tentang adanya tambahan biaya pajak agar
jelas dan agar tidak adanya kesalah pahaman terhadap penjual dan

pembeli.
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